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PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan
sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola
secara baik sesuai tata perundang-undangan yang
berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat
strategi pembangunan Desa dan meningkatkan
pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan
secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui
lembaga Desa yang ada (BPD, LPM, PKK dan lembaga-
lembaga lain vang berada di lingkungan Desa);

b. bahwa pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Aset
Desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa
yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitas:
sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi, serta sektor -
sektor lain vang menunjang Anggaran Belanja
Pembangunan Desa,

c. bahwa kegiatan pengelolaan Aset Desa adalah bersifat
pengelolaan abadi oleh  Pemerintahan  Desa,
masyarakat di lingkungan Desa sehingga status
kepemilikan  hasil pengelolaan  adalah  milik
masyarakat secara keseluruhan,

d. bahwa hasil kegiatan Pengelolaan Aset Desa, baik yang
bersifat kelembagaan, sarana prasarana, maupun
lainnva memerlukan perlindungan hukum untuk
pengaturan dan pengembangan selanjutnya;

e. bahwa dalam pengelolaan Aset Desa harus dilakukan
secara professional, porposional, transparan dan
bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintahan
Desa sehingga memerlukan aturan yang menyangkut
prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak
bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa
Pulukan;
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f. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan,
ketertiban administrasi, serta tercapainya daya guna
dan hasil guna dalam pengelolaan Aset Desa, maka
perlu dilegalkannya Pengelola Asset Desa;

g. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa,

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043 |;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 |;

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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10.

Ll

12,

13.

14.

15,

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438|;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai Atas Tanah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan
Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standard Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4503 );
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah /Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855|;
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Memperhatikan : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761},

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang
Penetapan Status Rumah Negeri, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun
1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status
Rumah Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 2004;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah;

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 27 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Keberadaan Asset Desa (Asset bergerak dan udak
bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang
wilayah;

. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Pulukan, Tanggal 28

Desember 2020 vyang membahas Rancangan
Peraturan Desa tentang Aset Desa;

Hasil Rapat Pemerintahan Desa Pulukan, Tanggal 28
Desemnber 2020 tentang Laporan Inventarisasi
terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di
Desa Pulukan;



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
dan
PERBEKEL DESA PULUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN

KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini:

3.

0nosow

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Jembrana
{dalam hal ini adalah Desa Pulukan);

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yvang
berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Perbekel adalah Kepala wilavah di Desa Pulukan;

Pemerintah Desa adalah Perbekel beserta Perangkat Desa Pulukan;
Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah
desa bersama BPD,;

Pengelola Aset Desa sebagaimana yvang dimaksud adalah Kepala Urusan
Tata Usaha dan Umum | Kaur TU dan Umum ) yvang ditunjuk oleh
Perbekel dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan
Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling)
pihak-pihak lain yvang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
Peraturan Desa adalah peraturan vang diputuskan dengan persetujuan
bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa /
Perbekel;

Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang
kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
Pengelolaan Aset Desa ( Kekavaan Desa ) adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan,
dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi
dan manfaat, serta pengembangan;

10. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan

yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak vang
berkepentingan vang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.



BAB Il
KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2
Kedudukan

. Perlindungan dan pengelolaan Aset Desa ( Kekayaan Desa ) khususnya
Aset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;

. Pengelola Aset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal
ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

Pasal 3
Prinsip

. Pengelola Aset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang
mempunyvai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan
Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes vaitu
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa:

. Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa dilakukan guna pemberdayaan
Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan
diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Maksud

. Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Desa | Kekavaan Desa )
adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Aset Desa
dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan
Pengelolaan Kekayaan desa/Aset untuk dikembangkan sesuai mekanisme
vang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5
Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Desa ( kekayaan desa ) adalah:
1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang

mengikat tentang status Kekayaan Desa/Aset, menjamin penggunaan,
prinsip dan mekanisme Aset Desa;



2. Secara khusus bertujuan untuk:

a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Aset Desa) milik Pemerintah Desa
dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan
dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;

b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Aset yang
dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah
dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi vang
pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;

c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan
Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan
Desa/Aset ;

d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola
dan mengembangkan Aset Desa guna melakukan kerjasama dengan
pihak lain;

e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayvaan Desa (Aset Desa)
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
RPJMDes.

BAB IV
MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa ( Aset Desa | diatur melalui tahapan
sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Desa Pulukan diikutsertakan untuk berpartisipasi
dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan
ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam
menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna
Aset Desa melalul mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung
aspirasi masyarakat;

2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/
keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan
Pengembangan Aset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan
diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam
program Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP).

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur
sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset
Desa sebagai mandat yang diberikan.oleh Kepala desa sebagai tugas,
fungsi perangkat Desa;

2.Pengelolaan .....



2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola aset
dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola asset dan aturan
pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan
kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi
guna Aset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan
Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASET DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah
pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan
berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan
Aset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset
Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan,
kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi vang
berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan,
penyvebarluasan informasi dan pertangung jawaban dari hasil pengelolaan
aset Desa;

2. Perbekel adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan
kekayaan desa (Aset Desa) . Bersama BPD, Kepala Desa menyusun
peraturan Desa vang relevan dan mendukung terjadinya proses
pelembagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan
Pengembangan Aset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta
pengembangan dan pengelolaan Aset. Kepala Desa juga berperan sebagai
Pengarah dalam pengelolaan Aset Desa.

a. Perbekel berwenang:

1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat
Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di
tingkat Desa,

2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan,
pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Desa;

3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan
Aset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;

4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak -
pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

b. Perbekel mempunyai Hak :

1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Aset Desa Kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang
tembusannya kepada Bupati melalui Camat;

2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja
Pengelolaan Aset Desa;

3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;

4 Memastikan .....



4.

5.

6.

Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan
APBdes;

Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan
kekayaaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
Bersama Pengelola Aset Desa dan BPD menindaklanjuti
penyelesaiaan Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset
Desa.

BAB VI
KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASET DESA)

Pasal 9
Klasifikasi Aset Desa secara Umum

Kekavaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa vang dimiliki
Pemerintah Desa baik yang bersifat nvata maupun abstrak yvang merupakan
potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang. adapun Aset Desa secara umum
diklasifikasikan sebagai berikut:

Kas Tunai APBDes;

1.
2
3.
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada

v

. Peralatan / Perlengkapan Kantor;

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;

Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan );
Dan lain-lain vang dianggap Potensi Desa.

Pasal 10
Klasifikasi Aset Desa menurut jenis

Jenis Aset Desa Pulukan diklasifikasikan sebagai berikut :
Aset Desa yang bergerak ;

A.

oo e L T ke

Kendaraan;

Televisi;

Komputer / Laptop;

Printer;

Meja — Kursi;

Almari;

Kipas Angin;

Soundsistem Set;

Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.

Asct Desa yang tidak bergerak ( Aset Tetap ).

B0 ) B

Tanah Desa,

Tanah Kas Desa;

Bangunan Gedung Milik Desa;

Fasilitas Wisata / Budaya,

Galian C vang dikelola oleh Desa ( BUM-DESA );
Jalan Dess;

Jalan Usaha Tani;

Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.



Aset Finasial terdiri dari:

1. Penyvertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;
2. Saham / Obligasi;

3. Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
4. Surat — Surat berharga lainnya.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN ASSET DESA

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan aset
Desa vang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan
segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri diatasnya diatur
sebagai berikut :

1.-

Tanah Kas Desa / Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala
Infrasturktur aset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan
sebagai sarana penunjang Kepemerintahan diperkenankan untuk
dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai
Ekonomi baik dari segi Kwalitas maupun Kwantitas keperluannya.

Hasil pengalihan Aset Desa baik berupa nominal uang maupun barang
seperti dimaksud dalam point 1 ( satu ) diatas diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual beli aset, tukar guling
dan pengalihan-pengalihan lain vang disepakati oleh masing-masing vang
berkepentingan.

BAB VIII
JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASET DESA
DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

Jual Beli kekayaan (Aset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Aset
Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;

Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Aset Desa berpedoman pada
prinsip fungsi guna aset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi
pembangunan Masyarakat Desa,

Standar nilai / harga jualditentukan melalui musyawarah Pengelolaan
Aset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait
dalam hal ini;



BAB IX
PENGHAPUSAN ASET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan aset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada
musvawarah desa.

2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu | minimal
harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Aset yang
dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah
maupun pemusnahan.

3. Penghapusan aset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dan
Camat.

4. Aset Desa vang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak
kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.

5. Tanah Desa untuk kepentingan umum vang di lepas, penggantinya
minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa
setempat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

1. Perbekel melaporkan hasil Pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui
Camat.

2. Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Perbekel tiap akhir
Tahun.

3. Perbekel melalui pengelola Aset menyiapkan laporan pengelolaan Aset
Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai tekhnis
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB XI1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

1. Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainya yang sudah ada pada saat
berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan aset Desa
dengan sebaik-baiknya;

2. Dengan berlakunva Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yvang
bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan
tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan, Kecamatan
Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Pulukan
pada-tanggal 28 Desember 2020

Diundangkan di Pulukan.
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA PULUKAN,

(@f

PRIMA DESINTA RENGGANIS
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 18



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULUKAN

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa
Pulukan, yang ditunjang oleh pelaksanaan administrasi
vang semakin meningkat perlu didukung dengan
Pengelolaan Aset Desa;

. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah dan pendapatan

akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulukan
pada musyawarah desa tanggal 28 Desember 2020,
Badan Permusyawaratan Desa Pulukan menyatakan
sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Pengelolaan Aset Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan
dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Pulukan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat |l dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang .....



4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679),;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694,



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015
Nomor 691);

14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692);

15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 693);

16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Lembaran Desa

Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Menyetujui Rancangan  Peraturan Desa  tentang
Pengelolaan Aset Desa;
KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan.
pada tanggal 28 Desember 2020

Bapak Bupati Jembrana di Negara

Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan

am ool ol o o

Arsip.



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
Pengelolaan Aset Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2020
Jam :09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadiri oleh Perbekel, unsur
perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir.

A. Materi atau Topik
Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin musyawarah: Suherman
Notulen : | Nengah Wina
Nara sumber : 1. 1 Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas
selanjutnva seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan
beberapa hal vang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah
Desa vaitu:

Menvetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan
di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab
aga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 28 Desember 2020
pinan Musvawarah /Ketua BPD




Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan

No Nama Alamat Tanda Tangan
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
i : Asal Usul Barang
No | Jenis Barang Kode Barang Identitas Barang | Perolehan
J APBDesa | BarangLain | A%/ Kewaraan
| yang Sah
i 3 - 3 R 5
Ktr Perbekel 4.01.00.01.001 12,59 M2x 900 M2 | - 1
| Balai Br Pulukan | 401 01.01.001 | - 1
} Balai Br Arca 4.01.01.01.001 |- 1
Balui Br Pkm 4010101001 E 1
Gedung Paud 4.01.01.09.00] | I
Tempat Parkir | 4010123000 | 1a l
| Lemuri Koea 3.05.02.01.031 | L n
| MejaKerjaSkds | 3050200038 | 1/2 Biro e !
;,r._ | MejaKerjaKaur | 3050501035 | 122 Biro 1 6
: Mcjn Kerja Staf | 3.05.02.01.040 | 12 Biro : i
: Kursi Kerja Skds | 3.05.02 01038 1z i
- Kursi Kerja Kour | 3.05 02,0109 . 6
| Kursi Kerja Staf | 3.08.02.01,040 : "
|| Kuni Raps 3.05.02.01.041 _ | R 0
f Scpoda Motor | 3.02.01.04001 | Honda | I
| | ScpedaMotar | 30201.04001 | Honda | - 1
Scpada Motor | 3.0201.04001 | Suzuki ? i
Sepeds Motar | 3020104001 | aumki I
L Sepeda Motor 302.01.04.001 Swruki 1
|| ScpedaMotor | 3020104001 | Sueuki i
|| ScpodsMotor | 3020004001 | Swwd | | !
Calkulator 3.05.01,02.003 ] |
Kompuict 3070102000 | Acer | 3
Komputer 3070102000 | LG 1
| RakAmsp  |3oseonel | i S
Rak Perpus 3,08,02,01.030 | 1
Rak Arsip 3.08.02.01.029 ! ]
! Kompor Clas 3.08.02.05.002 Panasonik 1' !
! Tabung Gas 3,05.02,08 003 ' i
.[ Saf 1050201043 | Kalep f } Set
| Ko Pulr 0206020130 | Kalep B |
Meja Rapat 1050201008 | Ksvu | 2
| Kaursi Lipat 350201041 | Besi 33
Z Sofa 3080000043 | Kalep | | Set
| Kusyi Potar 0206020130 | Kalep | 2
| AC Split 006020404 | LG ' 4 Unil
| Kursi Tunggu 3.05.02.01.042 Besi | 4 duduk
|
T —— : 5 E V=784 M3
RabatBeton | PO8 M, T (.08 M
Gang Budi Be
A




Infragrukiur P 203 M ’.
Drainase Br Pk |
Medohan
Infrasirukiur - = P21 M
| Senderan Br Pk
Mednhan
|. Pembuatun : P SOM, T, 06 M
i L 035 M, Val, 1%
| Senderm Jatan M3
|| Merak2 ) -
Pembuatan : . P 76M TLIZM
L. 035 M, Vol 62
Senderan Jalan M3
! Merak 3
POASTALT. 113
Pembuatan - - M
L.03% M, Vol 62
Senderan Jalm M3 il
Merak 5 o — i
P 115 M. L0235
Pembuatan - CH M
| T.0.96 M, Vol 3%
Senderan ! S— M3
o Merskd | .
1 P 590 5 M. Vol
Prombugton | - - 159 M3
Dranase Jalan -
Merak 1
Rabot Beton Gg | 5.01.01.01001 = POTM, L 2M
T OI10M, Vol 19
-_ Kasih M3
.i Rabat Boton Gg | 5.01.01.01.001 PATM L. IM
T 0I0M, Vol 6.7
Budans M3
Rabat Baton Gg | 5.01.01.01.001 PIM LIM
T 0.10M, Vaol.
K stisr 13.80 M3
P 2RROM, L 035
Pembuton Sdm - M
T, 090 M, Vol. 9
Tha Merak | K
J
RabstBeion | 5.01.01.01.001 L PIAM L 2M
T.0.10M, Val,
Ge Km Wesira 2080 M3
Rabat Belon 501,01 01 001 & POSM, L IM
T O.I0M, Vol 9§
|| Ge Balai BrPlk M3
Rabat Beton Jin | 5.01 0101001 - PI7SM.L2M
T 0108 Val 35
Surpimi, Br Pl M2




Kompuier Acer | 3.0701.02.001 | Acer ATC 707 1 Unit '
ATC 707. Printer i |
| Epson L 120 N i !
|
Lapiop Asus 3.07.01.02.002 Asuy A455 LF 1 Unit |
A43S LY |
|
F— = Ir I,
Pembuatan plag T S P4M L2M |
TO10M, Vol 0180 |
| Deker Jin Pario - I M3 |
. |
| Rabst Bewon Gg | 3.01.01 01.001 i P. 307 M, L. 2M
' T.0.10 M, Vol.
Aungmn 6140 M3
| Rabut Beton dan__5.01.01.01.001 - P.716 M, L. IM
] TO.10 M, Vol.
Plat Deker Gang l4320M3
Singarsn
Dramase Jalan =S LPAI5M
|| Pantm Vol 128 M3
Pengerasan JIn - PAOMLIM
T 0.10M, Vol 63
Sudandra L Ma
> |
|
Pengerason dln | - | P IOOM, L 3 M
| T.0.10 M, Vol 30
Keelul Wara M3
LCD proyvekior 3.05.01 05,048 SONY 1 et
Meubeler )
Mgijn Kerja 3.05.02.01.035 1/2 Biro | 2 buah
Alman Perpus 3.05.02.01.030 1 buah
|
Rabat Beton $.01.01.01.001 - -
Kt Nodra. Br Plk
Printer Scan Cpy | 3.07.0203.003 | Epson. L 220 ] Unit 2
1
Rabat Boton Jin | 3.01.0101.001 s . |
Pania Br Pk
Lukisan Besar 6.02.01.02,003 . 3 buah
Jam Dinding 3.05.02.02.003 Quarts Mg 8808 3 buah
IN'TERIOR .
Meja Kega 3050200033 |- 1 Sel .
Maja Samping 1050201033 =
Kursi Kena 3.05.0201 037 B
L Kurs Hadep 3050201037 L — :
| Backdrop | = |
t_ Rak Arsip | 3050201029 . |




Karpel !
L Microphone | - o | buah
] Wircless | 3.05.02.06.014
I
TV 4dlne | 3050206002 | Swmsung 1 bush
i = e — i
| Kipas Angin | 3.05.02.04 006 ako 1 buals
|
Intercom 3.06.02.01 001 4 buah
| CameraDSLR | 3080105007 | bush
Filling cubinet 3050201009 | 1 buah
Rak Arsip 3050200009 | - 1 busah
|
Kursi Plstik 3.05.02.01.041 40 buah
|
Meja Rapat 3.05.02.01 (08 6 buah
Prinier Epson 3.07.02.03 003 | bush
| ! L. 310
' Modem Pro-link | 3070204004 | - buah
CPU 3070200 | - Dbuah
_Laptop 3,07 01 02,002 — | 1 buah
Rabat Beton Gg | 5.01.01.01 001 . [P3SMLIM
LT, 010 M, Val
Pak Mis | 380 M3
I
P3IZM, 1230 |
Rabat Beton JIn | 5.00.01,01 001 M
! T. 010 M, Vol
i Sutnji B6.11 M3
|
Rabat Beton dan_ 5.01.01.01 00] . P04 ML 1M
| T 0.10M. Vol.
I Plal Deker gang 1040 M3
Maisilan
i P I0GM,L 230
| Rabat Betondan | S.010101000 | - M
o T 0.10M, Vol
Plat Deker gong B 2640 M3
km Suaira, Pkm \ =
Rabat Bewon Gg | 5,01 01,0100 . P 146 M, 1. 2 M
T.012M, Val. 35
Waoven Ngendek M3
Rabat Beton Gy | 5.01.01 01,001 . PIOSML2M
' T 0,12M, Vol.
| Wyn Supama 31.50 M3
L | Rabat Bewon Gg | 5,01.01.01.001 - PY7M, LIZM




T 0.I0M, Val
| Sedondra L4 M3
|| Raba Boton G 5000001001 . PIGOML 25M
T 012M, Vol
Ketul Wana 30,00 M3
| RabatBeton Gy | 5010101001 POIML L6M
T.0.10M, Val,
| Gst Rastika il [ 9,76 M3
Rabat Beton Gy S.00.00.01.001 - POTM L 1IIM
T 1M, Vol
Nym Kutang = 1164 M3
|
Pembauatan - | = (P29M, L O3SM
i T.19M, Vol
Dhnding Penahin !_ 19 %6 MY
| Taoah{DPT) | _‘tl )
P T— = - [PI9SM. L IM
| LT 000M, Vol
Drinese Jin | 195 M3
| ]
Sudnndra - ]
Penibuatan - P3goM, LIM
T.0.10M, Vol
Drainase Jin IR 00 M3
Sutaji
Pombustan
| Bale Kulkul Balai
_|Desa | | Unit
1
Paineliharasn - I
Fatung KB .
1
Fembualan - .
Pagar Alus PAUD
| [P.5M, L X35
Pemasangan M2
Paving Halaman Vol IR7M2, |
PALID
| 1
Ih&ldnm . Yol 515 M2
| Kanop Halaman N
| PAUD |
Senderan Jin . ”
Sutaji
|
Senderan Jin - B2 2
Ramn |
Senderan Jin 0 e
Ratna 11,
| Drainase Jolan | - -




Pertengkapan _—
Belajar Mengnjar ! —
PAUD |
Meja 3.05.02.01 045 Kavu = __40 bagh
Kurst 30502 00046 Ko - | 4 buah
Leman Arsip 3.0502.00 031 Kasu = L buah =
Papan Tulis Him _ Kavu - | buah
Wircless 3.0502.06012 Besi _— | bush
Raobat Beton Gg | 3.01.01,01.001 - - ] (6dmx2 Omxt, | 2m)
don
| Sudnarta Alit 45mx] 2mx012m |
Rabot Beion Gy | 5.01.00 01001 | - z | (9mx2 2and, | 2m) |
Rodingan - A
Rabat Beton G| 5.01.01.01.001 {139x 1. Smx0. Lmi)
Puskesmas
| Rabat Beton Gg | 5010101001 - {Sdmx Lm0, 1 2m )
Susila . _— PR e —
Rabat Beton Jln | 5.01.01.01.001 !
{ 1 20mx2 Spawll lm
Bendungan : = )
Rabat Beton Ge | 5.01.01.01.001
Tariman - . {(99mx 2mxl), 1 2m )
| I A
Rahat Beton G| 5.01.01.61.00] . o - |
Kot Pasck | - - (233mx20,1 2m)
Rabiil Beton | 3m.01.0100 s |
Cang Bu Ralng - - NN (7T6m dmn(. 1?m) |
i
Rabat Beion Gg | $.01.01.00.001 | | E—
Pak Rede - - . {8 S I ), 1 2m)
Rabat Befon dan | 5.01.01.00.001 — :
Plat Deuker G
(S4mx ] 4mxd, 12m)
Pak Davat - - dan
48mx] 2mxil, 1 2m.
Pamadatan Cig
Pak Ngales - | R - (Bmxdmxtl. 12m)
Pomndaan Gy
Pak Cidra - S . (97mx3mxd, 12m)
SenderanGang | =
Puskesmas |
(
Br Arca - - 15 5mx 16, 5mx2 )
Senderan Cang { Dpt | = 62mx1m )
{ Dpt 2=
Tariman - - - 2ol Sm) |




Pembangunan
Lapangan Volv | —
Dieza Pulukan ,|:_4.Ul.ﬂl 10,004 - - -
| -
Pengadasn
Sarana APE
Paud - ] . | Sel
|| PagorPintu | e e—
Gerbong Paud = = - I set
Timg Bondern
Indoor r £ = 2 bush
Bendern
Lambang : - : i builk,
AC, Aplit 3050204004 | - . | unit
Printer 3070203003 | - . | unit m?
— S— S—— r_ S—
Fompaier 2070102001 Arus - | Set
Laptop 3070002002 Aaus 1 bush
Pengadann Puar
Gerbang Rantor
Desa Perbelel s - 1 Sel
Pengadnin
Janngan Pompa
Air Kantor Desa | - - | Sei
Rabar_Beton —l e )
(P50am, L.3m,
Jalan Merak - T 10m
Rabat Beton
(P 10%m. L2 3m
Gang Subudi T.0,10m)
Rabat Belon
(P.86m, L2 30m, T.
Gianyg Sukmvnsn - . - 0, 10
Rabat Beton
Gang Budi - - :
Rabat Beton 1
f (P.72,5m. L.lm, T
Gang Sumarsth | - . - | 0,12m)
Rabnt Beton Jin il il =
(P327m, L. 230m,
| Ledok : T.0,10m I
| V(P47 A0m. Lo Im,
Cign g, Sanioso - . - T.0,1¢hm)
Netbook L1 0at




Kursi Plosiik . - 150 Buah |
| |
Lem el e | :
an Arsip - _ - . 2 Buah
|
Lemari Kaca s 2 5 | 1 Bush
| Papan Nama - '
_ | Rantor Desa . - - | Kegiatan .l
r =r= =
|| Monitor : s - | Buah
I TV LED x : . y 1 it |
4 el =S WL
Kompuler - - - | set
Prinier - - - 1 1 unil
Rabut Beton Gang | i )
Siifand S00.00.00. 000 ‘ 50 hi-el:r
Rabat Belon Gang —
| Kl.i.“'m S.Ulﬂi.ﬂl.MI - I_I;l-.h"fr
| i
| Rabat Beton Gang )
Cidrs. Efmfl'ﬂLm' : 97 Meter
A H = L I z r = |
ﬁ"’" Beton Gang | 54161 01001 i 5 | = RO Mater
gales sk | —]
Raba Belon JUT ' =
s $.01.01,01 001 B 210 Meter
Rabat Beton Gang | 5 4y ) 0y g1 = = . R Meler
Munip . oo
Prinkr 3070203003 | Epson = ~ 1 Unit
m'“"”"“"l iy 1030303013 | - 5 2 Unit
1
Hund Phone 3060201004 | VIVO [ = 2 Unit
"‘E“‘I 5?“‘!"“‘! 1040102008 | DGW < 2 Unit
!
| - p . I Unit
5 Maual | 3040002 007 SWAN m
Tangea Multignna | 3.05.0206034 | - : % | 1 Unit
Laptop 107.01.02002 | AcerOne 14 . : | Unit _
s E R 104.0102006 | IKEDA * g I Unit
.":"P'"‘_l““""“'“  3.05.01.05.061 5 ! | Unit [




Plot Baliho 3.05.01.05 081 - . | &Limit
D 1 I
Eﬁ“ﬂ;ﬂa 3080105081 I E 2 Unit
ig;“mm 3050105081 | - | | Vit
|
Washtafe] 3050203999 | KD . |




